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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

 Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang banyak dan 

beragam, hal ini menjadi sumber penghasilan masyarakat yang berasal dari sektor perikanan, 

pertambangan, pariwisata dan perhubungan laut yang membantu dalam pembangunan 

ekonomi nasional. Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa pariwisata adalah sektor yang 

paling berpengaruh dalam meningkatkan devisa Indonesia (Rahma, 2020). 

 Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang  menarik untuk pelancong asing 

datang ke Indonesia, sehingga menarik investor asing agar menginvestasikan modalnya di 

Indonesia, dan tenaga kerja asing yang akan berkerja bahkan menetap di Indonesia. Hal ini 

mendorong proses pembangunan, kemajuan teknologi dan berkembangnya berbagai kerja 

sama yang berskala Internasional yang kemudian mendorong peningkatan arus keluar 

masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.  Sebelum masuk ke wilayah Indonesia orang 

asing tersebut harus telah berdasar pada dengan kebijakan selektif (selective policy), yakni 

memberikan izin kepada orang asing untuk masuk maupun menetap di Indonesia apabila 

dianggap tidak mengancam  keamanan dan ketertiban umum (security approach) serta 

memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia (prosperity approach) 

yang mana, yang mana hal ini sama dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 

(Imigrasi D. J., 2021). 

 Sebelum memasuki wilayah Indonesia orang asing harus sudah mempunyai izin 

masuk sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Izin masuk merupakan izin yang 

diterapkan dalam visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin masuk ke wilayah 

Indonesia yang didapatkan dari pegawai imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Selain itu 
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lama masa dapat digunakannya juga mengikuti jenis visa yang dimilikinya. Berikut beberapa 

jenis visa yang digunakan di Indonesia, a) visa diplomatik, untuk orang asing pemegang 

paspor diplomatik serta keluarganya apabila masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan 

melakukan pekerjaan yang memiliki sifat diplomatik, b) visa dinas, untuk orang asing 

pemegang paspor dinas yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan tujuan 

pekerjaan sah namun tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang berhubungan atau 

organisasi internasional, c) visa tinggal terbatas, untuk orang asing yang bermaksud untuk 

berdomisili dengan jangka waktu terbatas, contohnya seperti pekerja, peneliti, orang asing 

yang menikah secara sah dengan WNI, atau yang ikut serta untuk bekerja di atas kapal atau 

instalasi yang berada di perairan nusantara, d) visa kunjungan, untuk orang asing yang 

melaksanakan perjalanan ke Indonesia dengan tujuan berwisata, kegiatan sosial dan seni 

budaya, tugas pemerintahan, olahraga komersil, jurnalistik, urusan keluarga, melanjutkan 

perjalanan ke negara lain, dan sebagainya. Sesudah memegang izin masuk setelah itu akan 

diberikan izin tinggal yang juga sama dengan jenis visanya (Sjahriful, 1993).  

 Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian  merupakan 

pasal yang mengatur Izin Tinggal di wilayah hukum Indonesia. Izin tinggal yang diberikan 

terhadap orang asing terdapat beragam jenis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 ayat 

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 seperti Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas, 

Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP). 

Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia merupakan instansi yang memiliki wewenang 

untuk mengeluarkan izin bagi orang asing di Indonesia, mempunyai kantor pusat yang 

terletak di Jakarta (Dalla & Tadeus, 2019). 

 Dunia dilanda kekhawatiran dengan ditemukannya penyakit baru pada awal tahun 

2020 yang diberi nama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh WHO (World Health 

Organization) ditemukan pertama kali di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, yang merupakan 
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Provinsi di Tiongkok pada akhir tahun 2019, yang kemudian menyebar dengan cepat tanpa 

bersentuhan langsung. Virus ini kemudian menginfeksi sampai ke negara-negara di Asia 

mulai dari Korea, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Iran, Indonesia dan lainnya. 

Selain di Asia, virus ini kemudian menyebar ke Benua Eropa, Australia, hingga Amerika 

(Imigrasi D. J., 2021).  

 Indonesia mengumumkan adanya positif Covid-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 

2020 di wilayah Depok, Jawa Barat oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan dan 

kemudian terus berkembang  dan menyebar ke 34 Provinsi di Indonesia. Sehingga pada 

tanggal 13 Maret 2020 Pemerintah Indonesia membuat suatu badan yang bernama Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan 

langkah awal penanganan Covid-19 di Indonesia. Dalam upaya untuk menghentikan 

perkembangan Covid-19 negara-negara yang terjangkit virus mengambil kebijakan negaranya 

masing-masing, seperti negara Malayasia yang memilih untuk menerapkan lockdown dengan 

tujuan menurunkan perkembangan Covid-19.  

 Kebijakan lockdown juga diterapkan oleh Kota Wuhan, China serta negara-negara 

Eropa contohnya Italia, Denmark, Spanyol, Irlandia dan Belanda. Namun juga terdapat 

beberapa negara yang memilih untuk tidak menerapkan kebijakan lockdown seperti Vietnam, 

Rusia dan Indonesia. Indonesia sendiri lebih memilih menerapkan social distancing dengan 

mengurangi perpindahan masyarakat yang melakukan kegiatan dari satu tempat ke tempat 

lainnya (Trianing, 2021).  

 Dampak negatif yang dibawa oleh virus ini menyebabkan terhentinya kegiatan 

ekonomi, sosial, dan juga pariwisata. Seperti terhentinya kegiatan pariwisata yang menunjang 

perekonomian negara Indonesia yang merupakan negara dengan tujuan wisata yang kerap 

dikunjungi oleh wisatawan mancanegara seperti Bali. Selain berdampak terhadap warga 

negara Indonesia, hal ini juga memberikan dampak negatif untuk orang asing yang sedang 
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berada di Indonesia. Contohnya seperti orang asing yang tidak bisa pulang ke negara asalnya 

karena adanya beberapa negara di dunia yang melakukan lockdown di waktu awal pandemi 

Covid-19. Dampaknya menyebabkan terjadinya pelanggaran keimigrasian seperti overstay, 

hilang paspor dan tidak melapor ke pihak yang berwenang, penyalahgunaan izin tinggal oleh 

tenaga kerja asing, imigran ilegal, penggunaan dokumen perjalanan palsu, cybercrime, dan 

lain sebagainya (Dananjaya, Budiartha, & Sutama, 2021). 

 Sepanjang tahun 2020, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly 

menyebutkan adanya kegiatan penegakan hukum keimigrasian sebanyak 5.150 tindakan 

administratif keimigrasian atau sanksi, serta 58 kasus pro-justisia. Yasonna juga menjelaskan 

bahwa dari 5.105 kasus yang djatuhi sebagai TAK, sebanyak 1.746 kasus adalah hukuman 

yang meharuskan untuk menetap di suatu tempat (detensi), deportasi sebanyak 1.582 kasus 

serta penangkalan sebanyak 1.102 kasus (Suryowati, 2021).  

 Kasus Pelanggaran izin keimigrasian ini dapat berupa overstay atau habisnya masa 

berlaku izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal yang menyalahi visa yang dimiliki, 

melakukan tindakan kriminal yang menggangu keamanan bersama dan kejahatan 

transnasional baik berupa cybercrime dan sebagainya. Dalam penelitian ini akan membahas 

mengenai pelanggaran keimigrasian yaitu overstay yang terjadi di masa Covid-19 di 

Indonesia.  
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Tabel 1. 1 Jumlah Pelanggaran Izin Tinggal overstay Beberapa kota di Indonesia 

Tahun 2020 

 

NO Kantor Imigrasi Jumlah overstay 

1. Bali 157 

2. Depok 72 

3. Bekasi 72 

4. Tangerang 68 

5. Jakarta Pusat 154 

6. Batam 98 

7. Jayapura 69 

8. Papua 43 

9. Mataram 24 

10. Yogyakarta 5 

11. Padang 3 

12. Aceh 6 

13. Medan 17 

14. Tanjung uban 2 

15. Wonosobo 11 

 Jumlah 801 

 
  Sumber : Direktorat Jenderal Imigrasi  

 

 Pelanggaran izin tinggal overstay yang terjadi karena terkena dampak dari Covid-19 

yaitu adanya kebijakan lockdown yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia, sehingga 
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menyebabkan orang asing yang berada di Indonesia tidak dapat kembali ke negara asalnya 

disebabkan oleh ditutupnya arus keluar dan masuk ke negara asalnya. Dampak dari adanya 

overstay ini menyebabkan WNA yang tidak dapat pulang ke negara asalnya mengalami krisis 

ekonomi, hal ini kemudian menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka 

sehingga menyebabkan kejahatan yang menggangu warga negara indonesia. Selain itu, orang 

asing yang berada di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 juga sering dilaporkan oleh 

masyarakat melakukan pelanggaran protokol kesehatan, sehingga pejabat keimigrasian dapat 

melakukan tindakan adaministratif keimigrasian karena mengancam keamanan dan ketertiban 

umum serta melanggar peraturan perundang-undangan (Imigrasi, 2021).  

 Selain itu juga dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan 

yang menjurus kepada kejahatan transnasional seperti tindak pidana narkoba, perdagangan 

manusia, penyelundupan manusia, cybercrime dan lain sebagainya yang memberikan 

ancaman terhadap kedaulatan negara Indonesia.  

 Dalam rangka menyelesaikan dan mencari jalan keluar dari kasus pelanggaran izin 

keimigrasian overstay yang terjadi di masa Covid-19 ini, akan menjadi tanggung jawab 

Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM dalam kegiatan pengawasan 

serta membuat kebijakan agar kasus pelanggran keimigrasian ini tidak menjurus kepada 

Irregular migrants, Foreign Terrorist Fighters (FTF), dan kejahatan internasional 

(Transnational Organized Crime) yaitu perdagangan manusia, penyelundupan manusia, 

cybercrime dan jenis kejahatan lainnya, yang kemudian akan menyebabkan terancamnya 

keamanan warga Indonesia.  

 Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM berharap bahwa 

kebijakan yang diambil akan memberikan kenyamanan, kepastian hukum, dan pelayanan 

yang jelas bagi warga negara asing terkait dengan kebutuhan pengurusan prosedur 

keimigrasian selama pandemi Covid-19. Dengan adanya upaya ini, akan memberikan suatu 
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kesan positif  kepada warga negara asing yang berada di Indonesia pada masa pandemi dan 

dapat mencegah dampak negatif dari pelanggaran keimigrasian bagi warga negara Indonesia. 

Maka melalui paparan isu dalam tulisan ini penulis ingin melihat bagaimana “Upaya 

Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pelanggaran Izin Tinggal Overstay WNA 

Selama Pandemi Covid-19”. 

1.2.   Rumusan Masalah 

 Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran izin tinggal 

overstay pada masa pandemi Covid-19? 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Mengetahui kebijakan apa yang diambil pemerintah Indonesia dalam menangani 

masalah pelanggaran izin tinggal overstay pada masa pandemi Covid-19. 

1.4.   Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan bisa menyumbang kontribusi baru dan dapat menjadi 

sebagai referensi penelitian yang akan datang terutama mahasiswa Ilmu 

Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. 

b) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pendidikan terutama untuk 

acuan serta referensi yang berhubungan dengan penelitian-penelitian yang 

akan dilaksanakan  selanjutnya yang mempunyai hubungan dengan upaya 

Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pelanggaran izin tinggal 

overstay di masa pandemi Covid-19. 

b. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini dapat menyumbang informasi dan pemahaman bagaimana kinerja 

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dan Imigrasi dalam  menangani masalah pelanggaran izin tinggal overstay di masa 

pandemi Covid-19 di Indonesia. 
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